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Siapkan Rambu
agar Lokal Tak Tersapu

Kementerian Perdagangan menyiapkan regulasi mengenai tertib niaga di
platform digital. Tapi, mampukah mengangkat daya saing produk lokal?

Havid Vebri,
Andy Dwijayanto

Jjakan-ajakan untuk cinta
produk-produk  dalam
wegeri harus terus diga-
ungkan. Gaungkan juga benci
produk-produk dari luar nege-
ri!" Begitu pernyataan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) saat
membuka Rapat Kerja Nasio-
nal Kementerian Perdagangan
tahun 2021 di Istana Negara,
Jakarta, belum lama ini.

Pernyataan Presiden terse-
but bukan tanpa alasan. Meru-
Jjuk data Badan Pusat Statistik
(BPS), impor barang konsumsi

alam lima tahun terakhir tum-
buh rata-rata 6,88% per tahun.
Jauh lebih cepat ketimbang
pertumbuhan impor bahan ba-
kupenolong (0,41%) dan ba-
rang modal (0,0626).

Salah satu barang konsumsi
yang banyak diimpor dan me-
mukul UMKM dalam negeri
adalah pakaian jadi (clothiig).
Dalam lima tahun terakhir, ra-
ta-rata nilai impor produk de-
ngan kode HS 84 ini tumbuh
7,89% per tahun. Ta-

produk makanan dan olahan
dalam lima tahun terakhir se-
besar 2,34% per tahun,

Nah, yang juga menjadi ke-
gusaran Jokowi adalah keber-
adaan marketplace ataupun
e-commerce yang menjadi sa-
lah satu pintu masuk derasnya
impor barang konsumsi terse-

ujar Lutfi,

E-commerce yang dimaksud
adalah perusahaan markeipla-
ce internasional, asing, bukan
marketplace asli Indonesia, se-
perti Tokopedia, Bukalapak,
dan Blibli. Bukan saja preda-
Lory pricing, e-commerce asing
ini juga diduga kuat melakukan

but. “Saya sudah kan ke
Menteri Perdagangan, kalau
ada yang ada tidak benar di
perdagangan digital kita, mem-
bunuh usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) Tanah Air,”
tandas Jokowi.

Mendapat sentilan Presiden,
Menteri Perdagangan Muham-
mad Lutfi langsung buka-bu-
kaan. Dengan lugas, ia meng-
akui adanya e-commerce asing
yang menjual produk impor se-
cara tidak sehat dan membu-
nuh UMKM lokal. Yakni, de-
ngan membanting harga atau
predalory pricing yang mem-
buat impor barang konsumsi
via e-commerce tersebut meng-
alir deras hingga membunuh
pelaku usaha lokal.

“Kita sebut praktik ilegal per-

tarata pertumbuhan impor

7 Yy pricing
yang membunuh kompetisi,"

dengan ta-ma-
tai aktivitas UMKM lokal, ter-
utama yang memiliki potensi
besar di pasar domestik.
Selain meniru produk UMKM
lokal, dengan big data mum-
puni, mereka juga mempelajari
apa yang disukai oleh masya-
rakat Indonesia. Bukan asal
menuding, dugaan itu didasar-
kan pada laporan yang dirilis
sebuah lembaga internasional
dunia, belum lama ini. Laporan
itu mengungkap cerita bagai-
mana hancumya geliat UMKM
lokal yang memprodulksi hijab.
Industri rumahan ini sempat
maju  selama kurun waktu
2016-2018 dengan mempeker-
Jakan lebih dari 3.000 orang.
Dengan karyawan sebanyak
itn, biaya yang dikeluarkan bu-
at membayar gaji saja lebih dari
US$ 650.000 per tahun.

Namun, di tahun 2018, ke-
majuan industri rumahan da-
lam negeri itu tersadap oleh
artificial inteligence yang di-
gunakan oleh perusahaan di-
gital asing. Mereka kemudian
membocorkan rahasia industri
dalam negeri tersebut ke per-
usahaan China. Dari situlah ke-
mudian dibuat industrinya di
Negeri Panda, lalu barang di-
impor ke Indonesia dengan har-
ga jual yang jauh lebih murah.
“Dilakukan dengan spesial dis-
kon dan masuk Indonesia. har-
ganya hanya Rp 1.900 per piece.
Bagaimana kita bisa bersaing?”
beber Lutfi.

Lantaran harga jual produk
hijabnya sangat murah, peru-
sahaan online yang menjnal
produk hijab itu hanya mem-
bayar bea masuk kepada ne-
gara sekitar US$ 44.000.

Cara-cara seperti itulah yang
dia maksud sebagai predatory
pricing. Konsep ini juga sangat
dilarang oleh dunia perdagang-
an. “Aksi-aksi ini yang sebe-
narnya yang tidak boleh dan
dibenei,” tegas Lutfi.

Dengan modus operandi se-
macam itulah ditengarai pro-
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duk-produk hasil dari kejadian
curang dan jauh dari standar
berkeliaran di platform e-com-
merce yang ada di Indonesia.
Apalagi, beberapa waktu lalu
juga trending topik bertagar
#SellerAsingBunuhUMKM  di
media sosial.

Munculnya tagar di medsos
tersebut sebagai bentuk protes
netizen terhadap maraknya ba-
rang murah yang dijual selier
asing bernama Mr Hu di mar-
ketplace Shoope. Barang yang
dia jual memang kelewat mu-
rah, sih. Misalnya, batik cap
hanya dihargai Rp 35.000 per 2
potong. Tak ayal, produk asing
yang dijual Mr Hu mengalir de-
ras dan membunuh pelaku usa-
ha lokal.

“Nah, fenomena itu yang se-
karang mau kita tegakkan demi
terciptanya keadilan perda-
gangan,” ucap Lutfi.

Siapkan regulasi

Bertindak sebagai wasit se-
kaligus regulator, Kementerian
Perdagangan (Kemdag) pun ki-
ni tengah menyiapkan regulasi

Page 1/2



yang khusus mengatur tertib
niaga di platform digital. De-
ngan terbitnya regulasi baru ini
diharapkan nantinya tidak ada
lagi praktik-praktik curang se-
perti predatory pricing.

Ia pun i regulasi

nya,” jelas Nina,

Regulasi ini nantinya meleng-
kapi Peraturan Menteri Perda-
gangan (Permendag) Nomor 50
Tahun 2020 tentang Ketentuan
Perizinan Usaha, Periklanan,

ini bukan upaya proteksionis-
me terhadap industri lokal.
Tapi, lebih sebagai jaminan
bahwa aktivitas perdagangan
di Indonesia yang dilakukan di
kanal daring tetap berjalan se-
suai dengan koridor perda-
gangan yang adil dan memberi
manfaat.

“Kami jamin yang akan kami
regulasikan  ini  bukannya
mengimpit perdagangan, tapi

I an |
Pelaku Usaha Perdagangan Me-
lalui Sistem Elektronik (PM-
SE). Beleid yang berlaku sejak
November 2020 tersebut lebih
banyak mengatur soal perizin-
an, pembinaan, serta penga-
wasan PMSE.

Masuk e-commerce

Bukan saja membenahi dari
sisi la-

su-
paya terjadi exchange antara
penjual dan pembeli,” jelas
Lutfi.

Lalu, apa saja poin penting
yang akan diatur calon beleid
anyar tersebut?

Lantaran fokus utamanya
mencegah predatory pricing,
calon beleid ini akan mengatur
praktik pemberian potongan
harga atau diskon yang dita-
warkan pedagang atau peru-
sahaan e-commerce agar tidak
menyalahi asas-asas  perda-
gangan yang adil.

Banyak
e-commerce
asing yang
menjual produk
impor secara
tidak sehat dan
membunuh
UMKM lokal.

“Masalah harga tentunya
adalah penjual

in yang menjadi keprihatinan
pemerintah ialah masih sedi-
kitnya UMKM yang memanfa-
atkan platform e-commerce se-
bagai sarana memasarkan pro-
duknya. Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
(Kemkop UKM) menyebutkan,
saat ini baru sekitar 6%-7% ba-
rang-barang yang di jual di
marketplace berasal dari UM-
KM dan produsen lokal. Sisa-
nya masih didominasi ba-

yang memanfaatkan teknologi
digital ini masih minim, toh
beberapa markeiplace yang
merajai pasar digital di Indo-
nesia berani mengklaim bahwa
hampir 100% produk yang di-

rang-barang impor.

Kondisi ini jelas sangat di-
sayangkan, mengingat belanja
lewat e-commerce kini tengah
naik daun dan menjadi pilihan
banyak orang. Terutama saat
pemerintah menganjurkan un-
tuk tak banyak keluar rumah
demi inimalisi

jual di
produk lokal. Sebut saja,
Shopee yang menjadi mar-
ketplace favorit bagi Mr Hu ber-
Jualan, pun berani mengklaim:
komposisi produk lokal di plat-
formnya mencapai 97% dari to-

tal produk.
Selain menyasar pasar do-
mestik, ‘market

dukimpor, ia memastikan tidak
lebih murah dibandingkan de-
ngan produk UMKM lokal. Ma-
ka itu, ia tidak mempermasa-
lahkan bila pemerintah meng-
atur diskon harga di e-com-
merce.

“Tak mau kalah, Lazada juga
mengklaim jumlah UMKM lo-
kal yang berjualan di platform
mereka mencapai 99% diban-
dingkan dengan jumlah selter
asing. E-commerce ini juga
mengaku turut menjadi inisi-
ator gerakan Bangga Buatan

ia sejak di ta-

virus Covid-19.

Dengan adanya pembatasan
kegiatan  selama pandemi
korona itu, belanja lewat
e-commerce menjadi  pilihan

untuk i

place asal Singapura ini juga
mengaku terus membuka pe-
luang bagi produk-produk UM-
KM untuk menembus pasar
ekspor. Salah satu program

berbagai kebutuhan. Terbukti
selama pandemi, pertumbuhan
e-commerce di Indonesia sa-
ngat tajam, yakni mencapai
91%. Ini juga paralel dengan
i inter-

dan pembeli. Tetapi, untuk
urusan diskon akan kita re-
gulasi, jangan sampai bermu-
atan dumping atau subsidi yang
justru malah bisa mengganggu
pasar,” ujar Nina Mora, Direk-
tur Bina Usaha dan Pelaku Dis-
tribusi Kemdag.

Jadi, tidak bisa dengan alas-
an diskon, penjual atau plat-

net di dalam negeri, dari 64%
menjadi 73,7%, pada pertengah-
an Desember 2020.

Sayangnya, “Jumlah yang
masuk platform digital masih
kecil banget,” ujar Santoso, Se-
kretaris Deputi Bidang Usaha
Kecil dan Menengah Kemkop
dan UKM.

Tidak ingin asing terus-ter-

form
an merilis harga produk yang
terindikasi predatory pricing.
Tapi, selama tidak untuk me-
rusak kompetisi yang sehat,
maka praktik diskon tersebut
sah-sah saja dilakukan dalam
perdagangan.

Kenyataannya selama ini, ba-
nyak penjual via e-commerce
menerapkan strategi memba-
kar uang untuk memenangkan
persaingan di tengah ketatnya
kompetisi. Mereka membakar
vang dengan memberikan dis-
kon, cashback, atau gratis ong-
kos kirim untuk menarik pe-
langgan dan menguasai pasar.
Model bisnis ini kemudian di-
terapkan oleh e-commerce lain
yang sebenarnya tidak ingin
menjalankan cara tersebut.

Upaya saling membunuh
yang jamak ditemukan di plat-
form digital itulah yang ingin
dibabat habis regulasi anyar ini.
Untuk memastikan seluruh pe-
laku perdagangan digital yang
beroperasi di Indonesia mena-
ati regulasi tersebut, pengawas-
annya akan melibatkan banyak
lembaga dan kementerian. Sa-
lah satunya Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU)

“Sejauh ini regulasinya se-
dang dipersiapkan dan diha-
rapkan bisa selesai secepat-

per
e-commerce tersebut, Kemkop
UKM pun bertekad mendorong
UMKM masuk ke dalam eko-
sistem digital. Salah satu upaya
vang dilakukan adalah mening-
katkan literasi digital pelaku
usaha UMKM.

Caranya, antara lain, dengan
memberikan pelatihan  dan
pendampingan agar pelaku
UMKM bisa melek digital, se-
perti mengoperasikan perang-
Kat, aplikasi, platform digital,
dan lain-lain, “Kami akan terus
mendorong agar imindset me-
reka berubah,” yjamya.

Selain itu, Kemkop UKM juga
gencar menggandeng beberapa
market place untuk bisa me-
ningkatkan penetrasi jumlah
pelaku UMKM lokal yang ber-
Jualan di platform mereka. Upa-
va yang sudah dilakukan sejak
tahun lalu itu diklaim sudah
membuahkan hasil.

Saat ini, tercatat sudah ada
sekitar 10,2 juta atau 16% pe-
laku UMKM yang memanfaat-
kan teknologi digital. Angka se-
gini merupakan prestasi, meng-
ingat pada awal 2020 baru 13%
pelaku UMKM lokal masuk ra-
nah digital. Hanya, kendati ber-
tumbuh, jumlahnya jelas masih
sangal mini.

Meskipun jumlah  UMKM

yang disiapkan adalah Shopee
Kreasi Nusantara dari Lokal un-
tuk Global,

“Tahun ini ada program eks-
por ke Vietnam dan Thailand
yang diikuti oleh 500.000 eks-
portir baru,” ujar Handhika Jah-
ja, Executive Dirvector Shopee
Indonesia.

hun laly, dan secara aktif mem-
berikan pelatihan rutin kepada
UMKM Indonesia melalui La-
zada University dan komunitas
Lazada Club.

“Siap tahun jumlah seller lo-
kal yang berjualan di Lazada
Jjuga mengalami peningkatan
pesat,” ujar Ferry Kusnowo,
Chief Customer Officer Lazada
Indonesia.

Namun, Klaim e-commerce
asing itu diragukan banyak ka-
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asing di Indonesia berbanding
lurus dengan membanjirmya
produk impor. “Hal ini wajar
karena hampir semua kepemi-
likan platform digital itu asing
yang juga memiliki kepenting-
an untuk bisa berjualan di In-
donesia,” ujar Dianta Seba-
yang, Koordinator Pusat Ino-
vasi dan Inkubator Bisnis Uni-
versitas Negeri Jakarta (UNJ).
“Tapi, tidak bisa bersaingnya
produk UMKM lokal di e-com-
merce bukan semata-mata di-
sebabkan predatory pricing
atau dumping yang dilakukan
produk asing. Tapi juga terkait
masalah literasi digital sampai
dengan akses permodalan,
Karenaitu, tidak cukup mem-
batasi banjir produk asing via
e-commerce dengan mengatur
instrumen pajak hingga diskon
saja. Yang lebih penting ialah
membenahi sisi hulu, yaitu de-
ngan memberikan pendam-
pingan UMKM go digital, mem-
berikan akses permodalan
yang lebih murah, hingga pen-

langan. Sebab,

i pro-

dan

standar-
disasi produk. *
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